BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara
keseluruhan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah
dalam penanggulangan pengangguran di Kota Bengkulu
perspektif siyasah tanfidziyah, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
penanggulangan pengangguran di Kota Bengkulu telah
dilaksanakan melalui berbagai program oleh Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. Program-program
tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Bengkulu
Nomor 65 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menekankan fasilitasi pelatihan keterampilan,
penempatan tenaga kerja, serta kolaborasi dengan
perusahaan swasta. Upaya ini merupakan bentuk
pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagai pelaksana
kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pelaksanaan program ketenagakerjaan telah
memberikan dampak positif bagi pencari kerja dan dunia
usaha, Program pelatihan kerja juga didukung oleh
UPTD Pelatihan Kerja Kota Bengkulu yang memberikan
berbagai jenis pelatihan keterampilan kepada masyarakat
pencari kerja agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
kendala yang menyebabkan program tersebut belum
berjalan secara maksimal. Kendala tersebut antara lain
keterbatasan anggaran, keterbatasan kuota peserta
pelatihan, penyebaran informasi yang belum merata
kepada masyarakat, serta koordinasi antar lembaga yang
belum berjalan secara optimal, termasuk adanya
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miskomunikasi antara UPTD Pelatihan Kerja dan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bengkulu sejak tahun 2023.

2. Perspektif siyasah tanfidziyah, terhadap pelaksanaan
tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
dalam penanggulangan pengangguran telah
mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelaksana
kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
Pemerintah daerah menjalankan kewenangan eksekutif
melalui kebijakan ketenagakerjaan yang memiliki dasar
hukum yang jelas. Program pelatihan dan penempatan
kerja ~merupakan upaya menjaga kesejahteraan
masyarakat dan mencegah dampak pengangguran.
Prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan telah
diupayakan. Namun, pelaksanaannya masih perlu
ditingkatkan agar program yang dijalankan lebih efektif,
merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat
secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melalui Dinas
Ketenagakerjaan Kota Bengkulu diharapkan dapat
meningkatkan pelaksanaan program penanggulangan
pengangguran dengan menambah anggaran agar kuota
pelatihan  kerja bertambah, memperluas jangkauan
program, dan memperbaiki penyebaran informasi kepada
agar program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan
Kota Bengkulu dapat dirasakan secara merata, dan
bermanfaat bagi pencari kerja sesuai dengan prinsip
kemaslahatan dalam perspektif Siyasah tanfidziyah

2. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diharapkan dapat
bekerja sama dengan pihak Perusahaan Swasta / Dunia
Industri, untuk menyediakan tempat magang dan
lapangan kerja untuk masyarakat para pencari kerja.
Selain itu, Masyarakat dan pencari kerja juga diharapkan
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aktif meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan
program ketenagakerjaan. Kolaborasi ini mencerminkan
tanggung  jawab  bersama  untuk  mengurangi
pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Sesuai
dengan prinsip Siyasah tanfidziyah, yaitu Amanah dan
keadilan yang diterapkan.
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